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TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

Sirajul Afliar!, Uning Pratimaratri®
'"Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Harla
Email: sirajulatkar 124 7@ gmail.com

ARBSTRAK

Dalam KUHP 2023 hadir ketentuan mengenan tndak prdana penghinaan terhadap
martabat presiden dan wakil presiden. Krniminalisasi pada pasal penghinaan in
memimbulkan pro dan kontra serta dikhawatirkan dapat melukai hak kebebasan
berpendapat  Pemerintah tetap mempertahankan pasal ini dengan dasar bahwa
presiden dan wakil presiden memihki prinsip Primus Inierpares. Rumusan
musalah 1) Apakah dasar atau landasan polibk knminal dalam  urgens:
kriminalisasi tndak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakal
presiden? 2). Bagaimanakah pohittk hukum pada krniminalisasi tindak pidana
penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak
kebebasan berpendapat? Jemis penelitian vang digunakan adalah yuridis normatif,
sumber data berupa data sekunder vang terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sckunder, dun bahan hukum tersier, tekmk pengumpulan data meladw studs
dokumen, data dianalisis secara kualitatif, Hasil peneliian, 1) Urgensinya
kriminalisasi ketentuan i1 dikarenakan presiden dan wakil presiden adalah
personifikasi bangsa. Jika tidak adanyva pengaturan im akan rentan untuk
terjadinva konflik sosial. Tujuannya adalah uniuk melindungi harkat dan martabat
presiden dan wakil presiden sebagal simbol negara. 2). Secara gans besar tidak
dapat dibuktikan bahwa kelentuan mm diperuntunksn unluk membungkam hak
lkehebasan herpendapat karena hak tersebut telah dinjamin oleh konstitusi
Dinegara hukum tdak ada vang namanya kebebasan yang sebebas bebasnya,
semuanva ada batasannya.

Kata kunci: Presiden, Wakil Presiden, Martabat, Kriminalisasi, Penghinaan.
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BAB 1
PEMDAHULLUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara vang menganut konsep negara hukum. Segala
tatanan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  haruslah
didasarkan pada hukum yvang berlaku Tidak ada yang diatas bukum dan
hukum harus ditegakkan dengan adil dan bijaksana. Keseluruhan prninsip
hukum Megara Indonesia dirumuskan di dalam konstitusi Undang-Uindang
Drasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Seinng dengan perkembangan
masa, hukum di Negara Indonesia mengalami banyak perubahan, yang
dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat Perubahan tersebut
dilakukan demi tercapainyva keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu,
aturan hukum suatu negara hendaklah ditata dan disusun dengan sedemikian
rupd, agar terciptanya harmonisasi atau kescrasian dan sinkroninas) atau
keselarasan dengan norma-norma hukum.

Tata hukum vang sedang berlaku disuatu negara dinamakan hukum
positif {ius consfituium) dan vang diharapkan berlaku untuk wakiu yang akan
datang dinamakan fus constituendum ' . Hukum pidana (criminal law)
merupakan bagian dan tata hukum vang berlaku d Indonesia, hukum pidana
mengatur mengenal pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umuom.
Hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan

hukum vang ada di dalam masvarakat (sociefv)®, negara dan yang paling

V1B Dalpyo, 2001, Pengantoar Jinkum indonesia, Prenhhllindo, Jakaris, hlm 4.

*Zico Jumius Fernundo 2022, Teluuh Pasal Penghinsun Terhadap Presiden dun Wakal
Presiden di Indonesia, Jurmal Rechisvinding, Yolume 11 Nemor |, Apnl 2022, him. 137,



banyak dilindungi dalam hukum pidana adalah indnvidu. Perbuatan pidana
secacra materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, vang
merupakan warisan sejarah pemberlakuan hukum kolonial Belanda

KUHP secara resmu diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918, fakta
tersebut  menjadikan  KUHP memiliki daya laku vang paling lama
dibandingkan produk hukum lainnya dan didaulat sebagan regulast terlua
Filosofi kolomial yang tertanam didalam KUHP hendaklah diperbahanu
dengan menyusun peraturan hukum pidana secara mandiri vang bersumberkan
kepada konstitus:, Pancasila, HAM, dan kearilun lokal ¥ Setelah beberapa
lama mengadopsi hukum milik kolomal akhirnya Pemerintah Indonesia
melakukan rekodifikasi terhadap hukum pidana nasional Dengan tjuan untuk
mengantikan KUHP 1946 dan menyelaraskan aturan pidana vang  sesua
dengan kearifan lokal serta memibak pada rakvat dem keadilan bersama

Regulast i tertuang dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 2023
tentang Kitah Undang-U/ndang Hukum Pidana, vang selanjutnya disebut
dengan KUHP 2023 vang ielah diundang-undangkan dan disahkan pada
tanggal 2 Januar 2023, Dalam KITHP 2023 lahir beberapa ketentuan-ketetuan
baru atau yvang dikenal dengan istilah kriminalisasi kriminalisasi merupakan
penctapan terhadap suatu perbuatan vang mulanya bukan undak pidana
kemudian digolongkan kedalam tindak pidana Salah satu kriminalisasi vang

memjadi sorotan dalam KUHP 2023 adalah tindak pidana penverangan

* Ahmad Gelora Mahardika, 2023, Palitik Hukum i Dalam Hak Kehehasan Rerpendapat
FPada Undang-Undung Nomor 1 Tabun 2022 Tientang Kb Undang-Undang ukem Prdane

Comsiitntion Jurmal. Yolume 2 Momaor | Jume 2023, hlm. 23



kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, selanjuinya
disebut dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden

Kriminalisasi pada ketentuan in menwea pro dan kontra, serta kecaman
dan kritikan dan beberapa pihak, sampal menyebabkan aksi demonstrasi masa.
Pasalnya ketentuan ini pernah  dinvatakan dekonstitusional (bertentangan
dengan hukum) oleh Mabhkamah Konstitusi pada tahun 2006 karena dimla
dapat memimbulkan ketidakpastian hukum serta rentan untuk dimanipulasi.
lalu pada tahun 2019 ketentuan ini jugza dihadirkan dalam RKLUHP
Keberadaan pasal penghinaan im dalam KUHP 2023 dikhawatirkan berpotens:
menciptakan kedikiatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaaanya
Kondisi tersebut dianggap dapat melukai hak kebebasan berpendapat dan
berckspresi, sebagal sinval bahwa akan terjadinva kemunduran demokras: di
negara i *

Pengaturan mengenal pasal penghinaan terhadap presiden dan wakal
presiden dalam KUHP 2023 i sebenarnya jika dilihat dan konstruks:
pasalnya. lerdapat perbedaan vang cukup sigmfikan dengan vang pernah
dinyatakan mkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006,
Perbedaannya terletak pada delik vang digunakan, dalam konstruksi pasal
tahun 2006 menggunakan dehik biasa, artinva semua pihak dapat melaporkan
adanya indikasi penghinaan tersebut. Sementara konstruksi pasal penghinaaan
dalam KUHP 2023 digunakan delik aduan, yang artinya hanya presiden dan

wakil presidenlah yang memihiki legal sianding untuk melaporkan imdikasi

* Prianter Java Hairi, 2022 Menyerang Kchormatan Atan Harkat Dan Martabat Presiden

Urgensi Pengaluran Vis-o-Yis Kebebasun Derekspresi Don Kebebusun Pers, Jerwal Negara
Hwhnm, Vol. 12, Komor 2 November 2022, hlm. 148,



dugaan penghinaan tersebut sesual dengan amanat dalan putusan Mahkamah
Konstitusi

Pemrintah berdalih dasar ataw landasan pemerintah mengatur pasal
penghinaan 1 bukanlah bertujuan untuk membungkam hak kebebasan
herpendapat dan berekspresi dinegara ini. Melainkan untuk melindungi harkat
alau martabal penguasa. Urgensinya pengaturan terhadap pasal penghinaan im
sebab presiden dan wakil presiden lekat dengan kekuasaannya dalam negara,
sehingga dirasa perlu untuk mengatur dan menjamin perthal harkat dan
martabal presiden dan wakil presiden =,

Konstruksi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
vang tertuang dalam KUHP 2023, terdiri atas beberapa pasal vaitu;
1. Pasal 218

a. “Avat (1) Sehap orang vang di muka umum menverang kehormatan
atau harkat dan martabat dinn Presiden dan fatau Wakal Presiden,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori 1V™.

b. “Awat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan
martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan
dilakukan untuk kepentingan umum ataw pembelaan din”

2. Pasal 219
“Setiap Orang vang menviarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,

memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau

*Ragin Silepu Ceafl Andika Lubis, 2023, Tmnduk Piduna Penghinsan Terhodap Kepala
Megara Dalam KULP Baru Dan Hukum Pidana Islam, Juwmad As-oqe o, Yolume & Nomaor | 2024,



menyebarluaskan dengan sarana teknologl informasi vang  bens
penyerangan kehormatan atan harkat dan martabat terhadap Presiden dan/
alau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih
diketahui wnum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori 1V
3. Pasal 220
a. “Awat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan
Pasal (2) hanya dapat difuntut berdasarkan aduan™
b. “Awal (2) Pengaduan scbagmmuana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden™.
Pemerintah tetap menghidupkan kembali pasal imi dengan dasar
pertimbangan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai prinsip " Primus
Interpares” (vang utama diantara vang sedermat). Primus Inierpares im
melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mercka mengabdi dan
menjalankan pemernntahan, dengan kata lain presiden dan wakil presiden
melakukan pengabdian pada rakyat karena itulah wajar jika memiliki hak-hak
special ®. Keberadaan pasal ini sangatlah penting karena jika pasal ini tidak
ada akan menimbulkan terjadinya konflik sosial
Salah sate bentuk konflik sosial adalah pada saal pesta pemilu, Para
pendukung presiden dan wakil presden vang menang dalam pemilu tidak akan
terima jika paslonnyva dihina oleh pendukung paslon vang mengalami
kekalahan Peristiwa inilah vangmenyebabkan terjadinyva kekacauan ditengah

masyarakat, dengan adanva pasal ini berguna sebagai pengendali sosial, agar

b Ahmad Gelora Mahardika, 2023, foc i,



meminimalisir utuk terjadiya peristtwa diatas. Perlindungan khusus terkait
harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia haruslah
diperhatikan, Hal i berkaitan dengan 4 fungsi ulama Presiden dan Wakil
Presiden yang berlaku dalam sistem presidensial, sebagair kepala negara,
sehagal kepala pemerintaban, sebagal panghma tertinggi angkatan darat,
angkatan laul dan angkatan udara

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yvang melanggar
hukum, tidak ada pembenaran terhadap perbuatan im ditinjau dari aspek
munapun, baik darn aspek moral, agama, nilai-niliw kemasyarakatan, dan nila-
nilat HAM, penghinaan mengacu pada ekspresi, pernyataan atau perilaku vang
menyerang harkat dan martabat diri seseorang Konstruksi pasal-pasal
penghinaan lerhadap martabat presiden dan wakil presiden, secara umum lidak
menyvalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait hak atas Kebebasan
berckspres: dan kebebasan pers. Yang mendasart argumen mi adalah bahwa
konstitusi telah mengganskan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak
dan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. serta untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesua dengan pertimbangan moral, nilar-nilan agama,
keamanan, dan ketertiban umum

HAM merupakan imstrument ulama vang menjaga marlabal manusia
(human dignity) sesual dengan kodratnya vang tinggi scbagai manusia
Manusia tidak dapat hidup bermartabat jika tidak ada pengaturan mengenai
hak asasi manusia Namun disisi lain HAM juga merupakan alasan utama bagi
negara untuk menjamin hak kebebasan berpendapat Dalam sistem politik

demokrast negura menjadt pthak pertama yang wyjib mehndungi hak asasi



manusia Hak asasi manusia juga merupakan bagian terpenting vang dijamin
dalam konstitusi, oleh karena itu setiap peraturan ataupun regulasi vang
dibentuk oleh pemerintah haruslah menempatkan hak asasi manusia sebaga
paradigma utama. Pemerintah atau lembaga negara haruslah memastikan
sistern hukum vang berlaku di Indonesia selaras dengan nilar dan prinsip-
prinsip hak asasi manusia, kKhususnyva mehndung) martabal manusia dan hak
kebasan berpendapat.

Sebagai negara vang merdeka dengan kedaulatan ditangan raloyat, hal
Mlu  merupakan  landasan  dalam kebebasan mengemukakan  pendapal.
Sebenarnya tidak ada batasan dalam kebebasan berpendapat, asalkan tidak
menyalhi nilai-nilai agama, keasusilaan, keutuhan negara dan vang paling
penting  Udak  merendahkan  harkal  dan marlabat  sesorang  dalam
mengemukakan pendapat. Karena itu dalam mengemukakan pendapat harus
memperhatikan banyak hal. Knitlk dan saran terhadap penyelenggaraan
pemerintahan tetaplah dibutuhlcan agar tercapainya proses penegakkan
keadilan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Herdasarkan latar belakang masalah vang penulis tuangkan diatas,
maka penuhs tertank untuk melakukan penehitan dengan tema “TINJAUAN
YURIDIS TENTANG  KRIMINALISASI  TINDAK  PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN"



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan

musalah sebagai berikut:

Apakah dasar atau landasan politik knminal dalam urgensi kriminilasasi
tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden?

Bagaimanakah poliik hukum pada kniminahisas: tindak prdana penghimaan
terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistens: hak

kebehasan berpendapat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah vang diangkat penulis, maka penelitian imi

bertujuan untuk:

1.

Untuk menganalisis, apukah dasar atau landasan poliik kriminal dalam
urgensi kriminilasasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden
dan wakil presiden

Untuk menganalisis bagaimanakah poliik hukum pada kriminalisasi
tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden

dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat

D. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

Jenis penclitian vang digunakan dalam penelitian i adalab yundis
normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum normatif
adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun dokirin-dekinn hukum guna menjawab 1su hukum yang

dihadapi™. Penelitian hukum normatif berfokus pada pemberlakuan



peraturan perundang-undangan dan relevansi terhadap permasalahan

hukum?” Jenis penelitian normatif ini digunakan untuk:

a. Melakukakan pengkajian terhadap hukem sesuan dengan prinsip-
prinsip hukum

b Mengetahui sistem hukum atau norma vang berlaku di tengah-tengah
masyarakut.

c. Menyelesaitkan dan menemukan solusi dar1 permasalahan di bidang
hukum

Pendekatan vang digunakan dalm penehitian im adalah pendekatan

penundang-undangan. Pendekatan penelitian dapat dianggap sebagai

kerangka berpikir vang yang dibuat oleh peneliti tentang arah jalannya

penelittan, desain penclitian, dan  bagaimanakah akan  dilukukannva

penelitian®

2. Sumber data
a. [lata sekunder
Data sekunder merujuk pada data atau informasi vang telah ada

sebelumnya, ataw sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak
lain Dlata sekunder bersumber dan buku, jurnal, laporan berbasih data
atau dokumen lamnya Data sekunder membenkan cakupan vang
sangal luas vang dapat memperkaya analisis serta interprestasi

terhadap temuan

CAbdurahmen, A dan Seejono, 1997, Melode Penelittan Hukum, Bineka Crpta, Jakarl
hlm 56

* Thid,
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Bahan hukum dalam data sekender:
1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang utama
dan sumber hukum vang memiliki kekuatan paling kuat, Bahan
hukum primer dalam penelitian in adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder.

Hahan hukum sekunder merupakan hahan hukum yang
memberikan penjelasan dan mempertegas lerhadap bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder vang digunakan ialah Undang-
Lindang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tlersier merupakan bahan hukum vyang
petunjuk, penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum tersier melipun, Kamus, Ensiklopedia,
Majalah.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data vang digunakan dalam penelitian 1m
menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan Konsep yang
berkaitan dengan analisis dan teknik pengumpulan data dan interprestasi
hahan tertulis atau berbagail dokumen dalam studi penelitian
Analisis data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam pengolahan data,

dengan tujuan menemukan informast vang berguna bagr penclilian untuk



memecahkan suatu permasalaban. Proses dalam analisis data meliputs
kegiatan mengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, data dan
menemukan mnformasi penting dalam data.

Analisis data vang digunakan dalam penelitian 1 adalah analisis
data kualitatif, yang menjelaskan mengenai fenomena, peristiwa, dinamika
sostal, dan persepsi. Proses anahisis data koalitatl dimulai dengan
mengembangkan asumsi dasar, lalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah

hukum vang berlaku



